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ABSTRAK

Tujuan dilakuklannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana perjanjian kerja
antara pengusaha dan pekerja menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan bagaimana hubungan
kerja antara pengusaha dan pekerja dalam
sesuai dengan perjanjian kerja. Dengan
menggunakan metode penelitian yuridis
normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Perjanjian
kerja antara pengusaha dan pekerja menurut
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan merupakan perjanjian antara
pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi
kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak,
dan kewajiban para pihak. Selain perjanjian
kerja ada pula peraturan perusahaan adalah
peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja
dan tata tertib perusahaan. Dan Perjanjian
kerja bersama adalah perjanjian vyang
merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,
hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja
merupakan  jaminan  perlindungan  dan
kepastian hukum untuk melakukan hubungan
kerja yang mengikat untuk menjamin
terlaksananya hak dan kewajiban. 2.

Hubungan kerja antara pengusaha dan
pekerja sesuai dengan perjanjian kerja
merupakan hubungan kerja adalah hubungan
antara pengusaha dengan pekerja/buruh
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai
unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan
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kerja ~antara pengusaha dan pekerja
disesuaikan dengan hubungan industrial adalah
suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku dalam proses produksi barang
dan/atau jasa vyang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah
yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat tercipta
perlindungan terhadap tenaga untuk menjamin
hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin
kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan
keluarganya dengan tetap memperhatikan
perkembangan kemajuan dunia usaha yang
dapat memberikan keuntungan bagi pelaku
usaha.

Kata kunci: Perjanjian kerja, pengusaha,
pekerja.

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Terjadinya  bentuk-bentuk  pelanggaran
terhadap hak-hak tenaga kerja yang dilakukan
oleh  pengusaha dapat mengakibatkan
terhambatnya kegiatan usaha dan menurunkan
harkat dan martabat tenaga kerja sebagi unsur
penentu dalam kemajuan usaha. Hubungan
secara timbal balik antara pengusaha dan
tenaga kerja haruslah didasarkan pada
pelaksanaan hak dan kewajiban yang mengikat
kedua belah pihak demi kemajuan usaha yang
diharapkan. Aktivitas pengusaha memerlukan
pengawasan dan penindakan oleh aparatur
hukum sesuai dengan prosedur hukum
sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan, agar hak-hak tenaga
kerja mendapatkan perlindungan sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
perkembangan zaman serta peluang pasar di
dalam dan di luar negeri menuntut peningkatan
kualitass sumber daya manusia Indonesia pada
umumnya. Hal ini dilakukan melalui peranan
dan  kedudukan tenaga kerja dalam
pelaksanaan pembangunan nasional.
Khususnya, baik sebagai pelaku pembangunan
maupun sebagai tujuan pembangunan”. *

3 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia,
Cetakan Kelima, Sinar Garfika, November 2009, hal. 140
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Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia  Indonesia  seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk meningkatkan harkat,
martabat, dan harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan  masyarakat sejahtera, adil,
makmur, dan merata, baik materiil maupun
spiritual.’

Tenaga kerja dalam kedudukannya sebagi
pelaku pembangunan berperan meningkatkan
produktivitas nasional dan kesejahteraan
masyarakat. Untuk itu tenaga kerja harus
diberdayakan supaya mereka memiliki nilai
lebih, dalam arti lebih mampu, lebih trampil
dan lebih berkualitas, agar dapat berdaya guna
secara optimal dalam pembangunan nasional
dan mampu bersaing dalam era global.
Kemampuan keterampilan dan keahlian tenaga
kerja perlu terus-menerus ditingkatkan melalui
perencanaan dan program ketenagakerjaan
termasuk  pelatihan,  pemagangan  dan
pelayanan penempatan tenaga kerja.” Tenaga
kerja sebagai tujuan pembangunan, perlu
memperoleh perlindungan dalam semua aspek,
termasuk perlindungan untuk memperoleh
pekerjaan di dalam dan di luar negeri,
perlindungan hak-hak dasar pekerja,
perlindungan atas keselamatan dan kesehatan
kerja, serta perlindungan upah dan jaminan
sosial sehingga menjamin rasa aman, tenteram,
terpenuhinya keadilan serta terwujudnya
kehidupan yang sejahtera Ilahir dan batin,
selaras, serasi dan seimbang.6

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 1948
Pasal 23 menyatakan: (1) Setiap orang berhak
atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih
pekerjaan, berhak atas syarat-syarat
perburuhan yang adil serta baik dan atas
perlindungan terhadap pengangguran. (2):
Setiap orang dengan tidak ada perbedaan
berhak atas pengupahan yang sama untuk
pekerjaan yang sama. (3): Setiap orang yang
melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan
yang adil dan baik yang menjamin

* Ibid.
> Ibid, hal. 140.
® Ibid.
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kehidupannya bersama dengan keluarganya,
sepadan dengan martabat manusia, dan jika
perlu ditambah dengan bantuan-bantuan sosial
lainnya. (4): Setiap orang berhak mendirikan
dan memasuki serikat-serikat untuk melindungi
kepentingannya. Pasal 24 menyebutkan bahwa:

“setiap orang berhak atas istirahat dan liburan,

termasuk juga pembatasan-pembatasan jam

bekerja yang layak dan hari-hari liburan berkala
dengan menerima upah.

Kovenan Internasional Tentang  Hak
Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966. Bagian Il
ayat (7) menyebutkan: “pihak-pihak negara
dalam perjanjian sekarang mengakui hak setiap
orang untuk menikmati keadilan dan kondisi
kerja yang menguntungkan dan secara khusus
menjamin:

a. Pembayaran yang menyediakan semua

pekerjaan, sekurang-kurangnya:

(i) Upah yang adil dan pembayaran yang
merata terhadap pekerjaan dengan nilai
yang sama tanpa adanya pembedaan
apapun, khususnya perempuan yang
dijamin terhadap kondisi kerja yang
tidak dianggap lebih rendah
dibandingkan pria, dengan pembayaran
yang sama untuk pekerjaan yang sama.

(i) Kehidupan yang layak bagi mereka dan
keluarganya sesuai dengan ketetapan-
ketetapan dari perjanjian sekarang.

b. Kondisi kerja yang aman dan sehat.

c. Kesempatan yang sama kepada setiap orang
untuk dipromosikan dalam pekerjaannya
pada tingkat yang lebih tinggi dengan
membuat pertimbangan atas senioritas dan
kompetensi.

d. Istirahat, waktu luang dan pembatasan yang
beralasan terhadap jam kerja dan liburan
periodik  dengan  pembayaran  serta
pembayaran untuk hari raya umum.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah perjanjian kerja antara
pengusaha dan pekerja menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan ?

2. Bagaimanakah hubungan kerja antara
pengusaha dan pekerja dalam  sesuai
dengan perjanjian kerja ?
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C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan ialah
metode penelitian hukum normatif dan
menyusun Skripsi ini dan bahan-bahan hukum
yang diperlukan untuk menyusun penulisan ini
terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan
tersier. Bahan hukum primer terdiri dari
peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan. Bahan hukum sekunder,
terdiri dari: Literatur, artikel, jurnal, makalah
dan karya-karya ilmiah hukum lainnya. Bahan
hukum tersier terdiri dari: kamus-kamus
hukum.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kerja Antara Pengusaha Dan
Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan. Pasal 52

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

a. kesepakatan kedua belah pihak;

b. kemampuan atau kecakapan melakukan

perbuatan hukum;

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan;

dan

d. pekerjaan vyang diperjanjikan tidak

bertentangan dengan ketertiban umum,
kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak
yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan b dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak
yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ dan d batal demi hukum.

Penjelasan Pasal 52 ayat (1) huruf (b): Yang
dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan
adalah para pihak yang mampu atau cakap
menurut hukum untuk membuat perjanjian.
Bagi tenaga kerja anak, yang menandatangani
perjanjian adalah orang tua atau walinya.

Pasal 53: Segala hal dan/atau biaya yang
diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan
perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi
tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54:

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis

sekurang-kurangnya memuat:

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis
usaha;

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat
pekerja/buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besarnya upah dan cara
pembayarannya;

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak
dan kewajiban pengusaha dan pekerja/
buruh;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya
perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja
dibuat; dan

i. tanda tangan para pihak dalam
perjanjian kerja.

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
e dan f, tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya
rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan
hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan
pengusaha masing-masing mendapat 1
(satu) perjanjian kerja.

Pasal 54 ayat (2) Yang dimaksud dengan
tidak boleh bertentangan pada ayat ini adalah
apabila di perusahaan telah ada peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama,
maka isi perjanjian kerja baik kualitas
maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah
dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama di perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 55: Perjanjian kerja tidak dapat ditarik
kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetu-
juan para pihak.

Pasal 56:

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu
tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didasarkan atas:

a. jangka waktu; atau

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
dibuat secara tertulis serta harus
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menggunakan bahasa Indonesia dan huruf
latin.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang
dibuat tidak tertulis bertentangan dengan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja
untuk waktu tidak tertentu.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam
bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila
kemudian terdapat perbedaan penafsiran
antara keduanya, maka yang berlaku
perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa
Indonesia.

Pasal 58:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak
dapat  mensyaratkan adanya masa
percobaan kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan
kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), masa percobaan
kerja yang disyaratkan batal demi hukum.
Pasal 59:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu
hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
tertentu yang menurut jenis dan sifat atau
kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam
waktu tertentu, yaitu:

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang
sementara sifatnya;

b. pekerjaaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang
tidak terlalu lama dan paling lama 3
(tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan
produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan
atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak
dapat diadakan untuk pekerjaan vyang
bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat
diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang
didasarkan atas jangka waktu tertentu
dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1
(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud
memperpanjang perjanjian kerja waktu

Lex Administratum, Vol. Ill/No. 6/Ags/2015

tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari

sebelum perjanjian kerja waktu tertentu

berakhir telah memberitahukan maksudnya
secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu
hanya dapat diadakan setelah melebihi
masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari
berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu
yang lama, pembaruan perjanjian kerja
waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1
(satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum
menjadi perjanjian kerja waktu tidak
tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal
ini akan diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1): Perjanjian kerja
dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
di bidang ketenagakerjaan. Ayat (2): Yang
dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap
dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya
terus menerus, tidak terputus-putus, tidak
dibatasi waktu dan merupakan bagian dari
suatu proses produksi dalam satu perusahaan
atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan
yang bukan musiman adalah pekerjaan yang
tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi
tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan
pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-
putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan
bagian dari suatu proses produksi, tetapi
tergantung cuaca atau pekerjaan itu
dibutuhkan karena adanya suatu kondisi
tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan
pekerjaan musiman yang tidak termasuk
pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi objek
perjanjian kerja waktu tertentu.

Pasal 60:

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
dapat mensyaratkan masa percobaan kerja
paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengusaha
dilarang membayar upah di bawah upah
minimum yang berlaku.
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Penjelasan Pasal 60 ayat (1): Syarat masa
percobaan kerja harus dicantumkan dalam
perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja
dilakukan secara lisan, maka syarat masa
percobaan kerja harus diberitahukan kepada
pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan
dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak
dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam
surat pengangkatan, maka ketentuan masa
percobaan kerja dianggap tidak ada.

Pasal 61:

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:

a. pekerja meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian
kerja;

c. adanya putusan pengadilan dan/atau
putusan atau penetapan lembaga
penyelesaian perselisihan  hubungan
industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu
yang dicantumkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama yang dapat
menyebabkan berakhirnya hubungan
kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena
meninggalnya pengusaha atau beralihnya
hak atas perusahaan yang disebabkan
penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan
maka hak-hak pekerja/buruh  menjadi
tanggung jawab pengusaha baru, kecuali

ditentukan lain dalam perjanjian
pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak
pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan,
meninggal dunia, ahli waris pengusaha
dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah
merundingkan dengan pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia,
ahli waris pekerja/buruh berhak
mendapatkan hak-haknya sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku atau hak-hak yang telah diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Penjelasan Pasal 61 ayat (1) huruf (d):

Keadaan atau kejadian tertentu seperti

bencana alam, kerusuhan sosial, atau gangguan

keamanan. Ayat (5): Yang dimaksud hak-hak

yang sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama adalah hak-hak yang
harus diberikan vyang lebih baik dan
menguntungkan pekerja/buruh yang
bersangkutan.

Pasal 62: Apabila salah satu pihak
mengakhiri hubungan kerja sebelum
berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan
dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau
berakhirnya hubungan kerja bukan karena
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan
kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada
pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh
sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu
perjanjian kerja.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu
ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi
karena perbuatan melawan hukum. Ganti rugi
karena wanprestasi diatur dalam Buku Il KUH
Perdata yang dimulai dari Pasal 1243 KUH
Perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH
Perdata, sedangkan ganti rugi karena
perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal
1365 KUH Perdata. Ganti rugi karena perbuatan
melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi
yang dibebankan kepada orang yang telah
menimbulkan kesalahan, bukan karena adanya
perjanjian. Ganti rugi karena wanprestasi
adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan
kepada debitor yang tidak memenuhi isi
perjanjian yang telah dibuat antara kreditor
dengan debitor.”

Pasal 1243 menyatakan sebagai berikut:
“penggantian biaya rugi dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai
diwajibkan, apabila, si berutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya.? Pasal 1365 berbunyi: “Tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa

’Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (BW), Cetakan
Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.
®R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan
Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang
Perkawinan, Cetakan 32, Edis Revisi, Pradnya Paramita,
Jakarta, 2002, hal. 324.
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kerugian kepada seorang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.’

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 63:

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak
tertentu dibuat secara lisan, maka
pengusaha wajib membuat surat
pengangkatan bagi pekerja/buruh yang
bersangkutan.

(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sekurang- kurangnya
memuat keterangan:

a. nama dan alamat pekerja/buruh;

b. tanggal mulai bekerja;

c. jenis pekerjaan; dan

d. besarnya upah.

Pasal 64: Perusahaan dapat menyerahkan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan  lainnya  melalui  perjanjian
pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pasal 65:

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan  kepada perusahaan lain

dilaksanakan melalui perjanjian
pemborongan pekerjaan yang dibuat secara
tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada
perusahaan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi syarat-
syarat sebagai berikut:

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan
utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung
atau tidak langsung dari pemberi
pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang
perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi
secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja
bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sekurang-kurangnya sama dengan
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja
pada perusahaan pemberi pekerjaan atau

® Ibid, hal. 346.
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sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan
pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja
secara tertulis antara perusahaan lain dan
pekerja/buruh yang dipekerjakannya.

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dapat didasarkan atas
perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau
perjanjian kerja waktu tertentu apabila
memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59.

(8) Dalam  hal ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), tidak
terpenuhi, maka demi hukum status
hubungan kerja pekerja/buruh dengan
perusahaan penerima pemborongan
beralih menjadi hubungan kerja
pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi
pekerjaan.

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke
perusahaan pemberi pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka
hubungan kerja pekerja/buruh dengan
pemberi pekerjaan  sesuai  dengan
hubungan kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (7).

Pasal 66:

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan
oleh pemberi kerja untuk melaksanakan
kegiatan pokok atau kegiatan yang
berhubungan langsung dengan proses
produksi, kecuali untuk kegiatan jasa
penunjang atau kegiatan vyang tidak
berhubungan langsung dengan proses
produksi.

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh  untuk
kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
tidak berhubungan langsung dengan proses
produksi harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

a. adanya hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan penyedia
jasa pekerja/buruh;
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b. perjanjian kerja yang berlaku dalam
hubungan kerja sebagaimana dimaksud
pada huruf a adalah perjanjian kerja
untuk waktu tertentu yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja
waktu tidak tertentu yang dibuat secara
tertulis dan ditandatangani oleh kedua
belah pihak;

c. perlindungan upah dan kesejahteraan,
syarat-syarat kerja, serta perselisihan
yang timbul menjadi tanggung jawab
perusahaan penyedia jasa
pekerja/buruh; dan

d. perjanjian antara perusahaan pengguna
jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain
yang bertindak sebagai perusahaan
penyedia jasa pekerja/buruh dibuat
secara tertulis dan wajib memuat pasal-
pasal sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini.

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan
bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memiliki izin dari instansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Dalam  hal ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf a,
huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak
terpenuhi, maka demi hukum status
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
beralih menjadi hubungan kerja antara
pekerja/buruh dan perusahaan pemberi
pekerjaan.

Penjelasan Pasal 66 ayat (1): Pada pekerjaan
yang berhubungan dengan kegiatan usaha
pokok atau kegiatan vyang berhubungan
langsung dengan proses produksi, pengusaha
hanya diperbolehkan mempekerjakan
pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu
tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak
tertentu. Yang dimaksud kegiatan jasa
penunjang atau  kegiatan yang tidak
berhubungan langsung dengan proses produksi
adalah kegiatan yang berhubungan di luar
usaha pokok (core business) suatu perusahaan.
Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan
kebersihan (cleaning service), usaha
penyediaan makanan bagi pekerja/buruh,
catering, usaha tenaga pengaman
(security/satuan pengamanan), usaha jasa

penunjang di pertambangan dan perminyakan,
serta usaha penyediaan angkutan
pekerja/buruh.

B. Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan
Pekerja Sesuai Dengan Perjanjian Kerja
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka

15: Hubungan kerja adalah hubungan antara

pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan

perjanjian kerja, yang mempunyai unsur
pekerjaan, upah, dan perintah.

Pasal 1 angka 16: Hubungan industrial
adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam proses produksi
barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah
yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pasal 50: Hubungan kerja terjadi karena
adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja/buruh.

Pasal 1 angka 25:Pemutusan hubungan
kerja adalah pengakhiran hubungan kerja
karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara
pekerja/buruh dan pengusaha.

Pasal 102:

(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial,
pemerintah mempunyai fungsi menetapkan
kebijakan, memberikan pelayanan,
melaksanakan pengawasan, dan melakukan

penindakan terhadap pelanggaran
peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan.

(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial,
pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat
buruhnya mempunyai fungsi menjalankan
pekerjaan sesuai dengan kewajibannya,
menjaga ketertiban demi kelangsungan
produksi, menyalurkan aspirasi secara

demokratis, mengembangkan
keterampilan, dan keahliannya serta ikut
memajukan perusahaan dan

memperjuangkan kesejahteraan anggota
beserta keluarganya.

(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial,
pengusaha dan organisasi pengusahanya
mempunyai fungsi menciptakan kemitraan,
mengembang-kan  usaha, memperluas
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lapangan kerja, dan memberikan

kesejahteraan pekerja/buruh secara

terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Penjelasan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan l. Umum, menjelaskan
pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
dilaksanakan dalam rangka pembangunan
manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia
seluruhnya untuk meningkatkan harkat,
martabat, dan harga diri tenaga kerja serta
mewujudkan  masyarakat sejahtera, adil,
makmur, dan merata, baik materiil maupun
spiritual.

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur
sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak
dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga
kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang
bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang
kondusif bagi pengembangan dunia usaha.
Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai
banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu
tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja
selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi
juga keterkaitan dengan kepentingan
pengusaha, pemerintah, dan masyarakat.
Untuk itu, diperlukan pengaturan vyang
menyeluruh dan komprehensif, antara lain
mencakup pengembangan sumberdaya
manusia, peningkatan produktivitas dan daya
saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan
kesempatan kerja, pelayanan penempatan
tenaga kerja, dan pembinaan hubungan
industrial.*

Pembinaan hubungan industrial sebagai
bagian dari pembangunan ketenagakerjaan
harus diarahkan untuk terus mewujudkan
hubungan industrial yang harmonis, dinamis,
dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan
penghargaan terhadap hak asasi manusia
sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR
NO. XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam
bidang ketenagakerjaan, ketetapan MPR ini
merupakan tonggak utama dalam menegakkan
demokrasi di tempat kerja. Penegakan

10Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan I. Umum.
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demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat

mendorong partisipasi yang optimal dari

seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh

Indonesia untuk membangun negara Indonesia

yang dicita-citakan.™

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, mengatur mengenai
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial. Pasal 136:

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan
industrial ~ wajib  dilaksanakan  oleh
pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh secara musyawarah
untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara
musyawarah untuk mufakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
maka pengusaha dan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh
menyelesaikan  perselisihan  hubungan
industrial melalui prosedur penyelesaian
perselisihan  hubungan industrial yang
diatur dengan undang-undang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 1 angka
1: Perselisihan Hubungan Industrial adalah
perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena adanya
perselisihan  mengenai hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan
hubungan kerja dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh dalam satu
perusahaan.

Pasal 1 angka 2: Perselisihan hak adalah
perselisihan yang timbul karena tidak
dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan
pelaksanaan  atau  penafsiran  terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau
perjanjian kerja bersama. Pasal 1 angka 3:
Perselisihan kepentingan adalah perselisihan
yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak
adanya kesesuaian pendapat mengenai
pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat
kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja,

% pid.,
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atau peraturan perusahaan, atau perjanjian
kerja bersama.

Pasal 1 angka 4: Perselisihan pemutusan
hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul
karena tidak adanya kesesuaian pendapat
mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilakukan oleh salah satu pihak.

Pasal 1 angka 5: Perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh adalah perselisihan
antara serikat pekerja/serikat buruh dengan
serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam
satu perusahaan, karena tidak adanya
persesuaian paham mengenai keanggotaan,
pelaksanaan hak, dan kewajiban
keserikatpekerjaan.

Hubungan Industrial yang merupakan
keterkaitan kepentingan antara pekerja/buruh
dengan pengusaha, berpotensi menimbulkan
perbedaan pendapat, bahkan perselisihan
antara kedua belah pihak. Perselisihan di
bidang hubungan industrial yang selama ini
dikenal dapat terjadi mengenai hak yang telah
ditetapkan atau mengenai keadaan
ketenagakerjaan yang belum ditetapkan baik
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama maupun peraturan
perundang-undangan.®

Sejalan dengan era keterbukaan dan
demokratisasi dalam dunia industri yang
diwujudkan dengan adanya kebebasan untuk
berserikat bagi pekerja/buruh, maka jumlah
serikat  pekerja/serikat  buruh di  satu
perusahaan tidak dapat dibatasi. Persaingan di
antara serikat pekerja/serikat buruh di satu
perusahaan ini dapat mengakibatkan
perselisihan di antara serikat pekerja/serikat
buruh yang pada umumnya berkaitan dengan
masalah keanggotaan dan keterwakilan di
dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja
bersama. Peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang penyelesaian perselisihan
hubungan industrial selama ini ternyata belum
mewujudkan penyelesaian perselisihan secara
cepat, tepat, adil dan murah.®

Penyelesaian perselisihan yang terbaik
adalah penyelesaian oleh para pihak yang
berselisih sehingga dapat diperoleh hasil yang

12Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. I.
Umum.
 Ibid.

menguntungkan kedua belah pihak.
Penyelesaian bipartit ini dilakukan melalui
musyawarah mufakat oleh para pihak tanpa
dicampuri oleh pihak manapun, namun
demikian pemerintah dalam upaya untuk
memberikan pelayanan masyarakat khususnya
kepada  masyarakat pekerja/buruh  dan
pengusaha, berkewajiban memfasilitasi
penyelesaian perselisihan hubungan industrial
tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan
menyediakan tenaga mediator yang bertugas
untuk mempertemukan kepentingan kedua
belah pihak yang berselisih.**

Dengan adanya era demokrasi di segala
bidang, maka perlu diakomodasi keterlibatan
masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial melalui konsiliasi atau
arbitrase. Penyelesaian perselisihan melalui
arbitrase pada umumnya, telah diatur di dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
yang berlaku di bidang sengketa perdagangan.
Oleh karena itu, arbitrase hubungan industri
yang diatur dalam undang-undang ini
merupakan pengaturan khusus bagi
penyelesaian sengketa di bidang hubungan
industrial.*®

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, Pengawasan. Pasal
176: Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan
oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang
mempunyai kompetensi dan independen guna
menjamin pelaksanaan peraturan perundang-
undangan ketenagakerjaan. Penjelasan Pasal
176: Yang dimaksudkan dengan independen
dalam pasal ini adalah pegawai pengawas
dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh
oleh pihak lain. Pasal 177: Pegawai pengawas
ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 176 ditetapkan oleh Menteri atau pejabat
yang ditunjuk.

14Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. I.
Umum. Pasal 3 ayat (1): Yang dimaksud dengan
perundingan bipartit dalam Pasal ini adalah perundingan
antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja
atau serikat pekerja/buruh atau antara serikat
pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh
yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih.
15Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. I.
Umum.
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Pasal 178:

(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan
oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di
bidang ketenagakerjaan pada pemerintah
pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 179:

(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178
pada pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota  wajib  menyampaikan

laporan pelaksanaan pengawasan
ketenagakerjaan kepada Menteri.
(2) Tata cara penyampaian laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 180: Ketentuan mengenai persyaratan
penunjukan, hak dan kewajiban, serta
wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di
antaranya adalah untuk mengintegrasikan
suatu kekuasan dan mengkoordinasikan
kepentingan-kepentingan yang bisa
bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum
diintegrasikan sedemikian rupa sehingga
tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-
kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-
kepentingan itu dilakukan dengan mambatasi
dan  melindungi  kepentingan-kepentingan
tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas
kepentingan, perlindungan terhadap
kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat
dilakukan dengan cara membatasi kepentingan
di lain pihak.'® Hukum melindungi kepentingan
seseorang dengan cara mengalokasikan suatu
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam
rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian
kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam
arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya.
Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut
sebagai “hak”. Dengan demikian tidak setiap
kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut

16 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Cetakan ke- 1V, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 53

Lex Administratum, Vol. Ill/No. 6/Ags/2015

sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan
tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum
kepada seseorang."’

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
merupakan perjanjian antara pekerja/buruh
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang
memuat syarat-syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak. Selain perjanjian kerja
ada pula peraturan perusahaan adalah
peraturan yang dibuat secara tertulis oleh
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja
dan tata tertib perusahaan. Dan Perjanjian
kerja bersama adalah perjanjian yang
merupakan hasil perundingan antara serikat
pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikat buruh yang tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau
beberapa pengusaha atau perkumpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja,
hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja merupakan jaminan perlindungan
dan kepastian hukum untuk melakukan
hubungan kerja yang mengikat untuk
menjamin terlaksananya hak dan kewajiban.

2. Hubungan kerja antara pengusaha dan
pekerja sesuai dengan perjanjian kerja
merupakan  hubungan  kerja  adalah
hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja,
yang mempunyai unsur pekerjaan, upah,
dan perintah. Hubungan kerja antara
pengusaha dan pekerja disesuaikan dengan
hubungan industrial adalah suatu sistem
hubungan vyang terbentuk antara para
pelaku dalam proses produksi barang
dan/atau jasa yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah
yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, sehingga dapat
tercipta perlindungan terhadap tenaga

v M.S.Syamsuddin, Norma Perlindungan Dalam Hubungan
Industrial, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada,
Jakarta, 2004, hal. hal. 53-54.
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untuk menjamin hak-hak dasar
pekerja/buruh dan menjamin kesamaan
kesempatan  serta  perlakuan  tanpa
diskriminasi atas dasar apapun untuk
mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh
dan keluarganya dengan tetap
memperhatikan perkembangan kemajuan
dunia usaha vyang dapat memberikan
keuntungan bagi pelaku usaha.

B. SARAN

1. Diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan
perjanjian kerja antara pengusaha dan
pekerja menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh
karena itu pengawasan ketenagakerjaan
dilakukan yang dilakukan pegawai pengawas
ketenagakerjaan yang mempunyai
kompetensi dan independen perlu
ditingkatkan guna menjamin pelaksanaan
peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan, khususnya pelaksanaan
perjanjian kerja.

2. Untuk menjaga hubungan kerja antara
pengusaha dan pekerja dalam sesuai
dengan perjanjian kerja maka pemerintah
perlu melakukan pembinaan terhadap
unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan
dengan ketenagakerjaan dengan
mengikutsertakan organisasi pengusaha,
serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi
profesi terkait. Pembinaan dilaksanakan
secara terpadu dan terkoordinasi.
Pemerintah dapat memberikan penghargaan
kepada orang atau lembaga yang telah
berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan.
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